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ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan peradaban 
manusia semakin maju. Seiring berkembangnya peradaban, manusia mampu 
menemukan energi atom berbentuk energi nuklir yang dianggap energi terbesar dan 
terkuat. Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan dan 
memanfaatkan energi nuklir, baik untuk tujuan damai hingga tujuan perang. Negara 
yang tidak memiliki sumber daya alam untuk penciptaan nuklir berupaya untuk 
mendapatkan energi tersebut dengan cara proliferasi nuklir yang dapat dilakukan 
melalui transportasi darat, udara, maupun laut. Proliferasi nuklir melalui laut 
terutama ditentang oleh The Proliferation Security Initiative (PSI), suatu inisiatif 
keamanan proliferasi bentukan Amerika Serikat. Dalam Statement of Interdiction 
Principles (SOP)nya, negara-negara pendukung PSI sepakat untuk menginterdiksi 
kapal-kapal yang dicurigai bermuatan senjata pemusnah massal seperti nuklir dan 
dicurigai akan melakukan proliferasi nuklir ke negara lain. Kegiatan interdiksi ini 
dianggap legal oleh negara-negara pendukung PSI karena berlandaskan hukum 
internasional seperti Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
Pernyataan Presiden Dewan Keamanan PBB dan Prinsip Hak Bela Diri Pasal 51 
Piagam PBB. Sementara dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (The 1982 United 
Convention on the Law of the Sea) secara jelas disebutkan bahwa kapal asing yang 
bermuatan nuklir pun menikmati hak lintas damai di perairan suatu negara dan hak 
ini dijamin oleh hukum internasional. Dengan kata lain, kapal bermuatan nuklir yang 
mengibarkan bendera suatu negara dalam melakukan pelayaran tidak bisa diganggu, 
bahkan diinterdiksi oleh negara manapun.

Kata Kunci : Energi Nuklir, Hak Lintas Damai Kapal Nuklir, Proliferation Security 
Initiative, Interdiksi Terhadap Kapal Nuklir, Hak navigasi kapal 
nuklir
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ABSTRACTION

The advance progress of Science and technology have resulted advancements 
for human civilization. Along the development of civilization, humans have 
discovered the atomic energy in the form of nuclear energy which considered as the 
strongest and most powerful energy ever. Countries in the world are competing to 
acquire and use nuclear energy, both for peaceful purposes up to goals of war. 
Countries that have no natural resources for the creation of nuclear energy are trying 
to get the energy through nuclear proliferation that can be done through land 
transportation, air transpor tat ion and even water transportation. Nuclear 
proliferation by sea mainly opposed by the Proliferation Security Initiative (PSI), an 
initiative for the security of proliferation formed by the United States. In the 
Statement of Interdiction Principles (SOP) of PSI, the initiative-supporting countries 
agreed to support PSI to do interdiction t o war d ships suspected of containing 
weapons of mass destruction such as nuclear and suspected for nuclear proliferation 
reasons. Interdiction activities are considered legal by the supporting countries of the 
PSI regarding to its bases on international law such as United Nations Security 
Council Resolutions, United Nations Security Council Presidential Statement and 
Principles of Self-Defence Rights of the UN Charter Article 51. While The 1982 
United Convention on the Law of the Sea explicitly stated that ships carrying nuclear 
or other inherently materials enjoy the right of innocent passage while sailing 
through territorial waters of a country and this right is guaranteed by international 
law. In other words, a ship carrying nuclear materials flying the flag of a country in 
making the voyage could not be botheredeven being interdicted by any country.

Key words : Nuclear Energy, Right of Innocent passage for nuclear ships, 
Proliferation Security Initiative, Interdiction of nuclear ships, 
Navigational right of nuclear vessels
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki menjelang akhir 

Perang Dunia II di bulan Agustus 19451 merupakan awal dipergunakannya atom 

untuk tujuan perang. Selanjutnya, setelah tahun 1950-an atom dipergunakan untuk 

menghasilkan energi nuklir mulai digunakan untuk tujuan damai dan banyak negara- 

negara maju mulai memanfaatkan energi nuklir untuk pembangkit tenaga listrik. 

Diperkirakan energi nuklir sekarang ini telah menyumbang 16% dari total kebutuhan 

energi listrik yang tersebar di 31 negara.2 Energi nuklir juga dipergunakan dalam ilmu 

kedokteran, penelitian bahkan juga untuk kebutuhan perang.3 Diperkirakan pada saat 

ini terdapat tidak kurang dari 437 reaktor nuklir aktif berkekuatan 371 G W yang 

tersebar di 30 negara,4 sedangkan 55 reaktor lainnya yang berkekuatan 51 GW masih

Erik Koppe, Studies in International Law Volume 8 : The Use of Nuclear Weapons and the 
Protection of the Environment during International Armed Conflict, Oregon, Hart Publishing, 2008, 
hlm.36.

2 Antara lain : Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Rusia, Jerman, Korea Selatan, Ukraina, dll. 
Anonim, “30 Negara Pengguna Nuklir Terbesar Dunia", Indowebster, 2009, 
(http://www.indowebster.web.id/archive/index.php/t-20154.html) (diakses pada Rabu, 7 Oktober 2009 
pukuli 0.30 WIB)

3 Lihat World Association of Nuclear Operator s ’ Map of Nuclear Reactors 
Misalnya Armenia, Belgia, Brazil, Iran, Jepang, Korea Selatan, dll.

1

http://www.indowebster.web.id/archive/index.php/t-20154.html
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dalam tahap pembangunan di 15 negara5 yang dikembangkan di berbagai tempat di 

dunia.6

Penggunaan nuklir yang cenderung meningkat tidak seimbang dengan jumlah 

negara yang memiliki penambangan uranium. Keadaan ini menjurus kepada 

persaingan antara negara-negara, baik yang memiliki sumber daya uranium maupun 

yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Perdagangan material nuklir adalah jalan 

keluar untuk memenuhi kebutuhan energi nuklir untuk negara-negara yang tidak 

memiliki sumber daya nuklir.

Untuk menjamin bahwa material nuklir hanya dipergunakan untuk tujuan 

damai maka negara-negara pengekspor dan pengimpor nuklir membentuk sebuah 

badan yang bersifat multinasional yang bernama Nuclear Suppliers Group (NSG)7. 

Tidak kurang terdapat 46 negara pemilik reaktor nuklir aktif dan penghasil material 

nuklir yang bergabung dalam NSG.8 Diantara negara-negara anggota NSG tersebut, 

China, Rusia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk memberikan jaminan terhadap 

negara-negara bersenjata non-nuklir atau dikenal dengan sebutan Non-Nuclear 

Weapon States (negara Non-NWS), bahwa kegiatan ekspor impor material, peralatan 

dan teknologi terkait untuk mengembangkan nuklir tidak digunakan untuk pembuatan

5 Yaitu Amerika Serikat, Argentina, Bulgaria, China, Finlandia, India, Iran, Jepang, Korea 
Selatan, Pakistan, Prancis, Rusia, Slovakia, Taiwan, Ukraina,

6 Anonim, “Nuclear power plants, world-wide”, European Nuclear Society, 2010, 
(http://www .euronuclear.org/info/ency clopedia/ntnuclear-power-plant-world-wide.htm) (diakses pada 
Rabu 14 April 2010 pukul 18.30 WIB)

7 Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut NSG
Anonim, “The Nuclear Suppliers Group (NSG) at a Glance”, Arms Control Association, 

WIB) ^^://www amscontrol-orfi/factsheets/NSG^ «**ses pada Kamis, 28 Januari 2010 pukul 14.00

http://www
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senjata pemusnah massal. Kelemahan dari NSG adalah organisasi ini tidak memiliki 

kekuatan hukum untuk melarang negara-negara lain yang mengimpor material nuklir 

dari negara non-anggota NSG seperti Korea Utara dan Iran.9

Disamping itu, walaupun telah ada The Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons atau lebih dikenal dengan Nuclear Non-Proliferation Treaty 

(NPT)10, namun kenyataannya negara-negara yang tergabung dalam NPT yang juga 

menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB lebih memprioritaskan kepentingan 

negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Akibatnya, banyak negara-negara tidak 

menandatangani NPT, dan secara diam-diam telah mengembangkan teknologi nuklir 

untuk tujuan non damai, bahkan menyatakan untuk menarik diri dari keanggotaan 

mereka di NPT.11 Walaupun ada anggapan bahwa dengan tidak menjadi anggota NPT 

mereka dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan 

hukum internasional, tapi argumentasi ini sangat lemah karena moral internasional 

sangat menentukan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.12

Penyebaran senjata nuklir, bahan baku (material), teknologi dan informasi 

terkait nuklir kepada negara-negara non-senjata nuklir yang diakui oleh NPT disebut

9 Ibid
10 Traktat NPT adalah Perjanjian yang menyatakan bahwa di dunia ini hanya 5 negara anggota 

Dewan Keamanan yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir sedangkan negara lain tidak 
diperbolehkan memiliki senjata nuklir tetapi hanya diperbolehkan menggunakan energi nuklir untuk 
keperluan damai. Lihat: Pasal 1 dan 2 NPT.

11 Anonim, “Nuclear Non-Proliferation Treaty”, Wikipedia - free encyclopedia, 2010, 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Non-Proliferation_Treaty) (diakses pada Kamis 28 Januari 2010 
pukul 14.00 WIB)

12 i <__ i .

hlm.34.
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Binacipta, 1997

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Non-Proliferation_Treaty
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Proliferasi Nuklir.13 Proliferasi nuklir ini ditentang oleh banyak negara, khususnya 

negara-negara anggota NPT karena tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita NPT 

yaitu terciptanya keseimbangan, kestabilan dan keamanan dunia tanpa adanya 

kekhawatiran akan terjadinya perang senjata nuklir.14 Transportasi proliferasi nuklir 

dapat dilakukan melalui trasportasi udara, darat dan laut, namun laut merupakan cara 

lebih mudah untuk proliferasi nuklir. Banyak negara-negara yang menolak 

proliferasi nuklir melalui laut15 karena dianggap membahayakan dan bertentangan 

dengan hukum internasional.16 Sebaliknya banyak juga negara-negara yang 

beranggapan bahwa proliferasi nuklir melalui alat transportasi laut tidak bertentangan 

dengan hukum (laut) internasional karena setiap kapal memiliki hak dan kebebasan 

dalam melakukan pelayaran.17

Perlu diketahui bahwa energi nuklir adalah energi termutakhir yang murah, 

sehingga banyak negara berminat untuk mengembangkan energi ini. Namun karena 

tidak semua negara mampu secara ekonomi dan teknologi untuk dapat 

mengembangkan dan mengelola fasilitas seperti reaktor nuklir, maka energi nuklir ini

yang

i
■

13 Anonim, “Nuclear Proliferatiori\ Wikipedia free encyclopedia, 2010 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_proliferation) (diakses pada Kamis 28 Januari 2010 pukul 14.00 
WIB)

14 Anonim, “Nuclear Non-Proliferation Treaty”, Op. Cit
15 Mengingat material nuklir mengandung bahan-bahan yang memiliki tingkat radioaktif yang 

tinggi seperti uranium dan plutonium. Mary Bellis, “Atomic Bomb and Hydrogen Bomb : The Science 
Behind About.com : Inventors, 2010, 
(http://inventors.about.eom/od/nstartinventions/a/Nuclear_Fission.htm) (diakses pada Kamis 28 
Januari 2010 pukul 14.30 WIB)

16 Sangat rasional bagi negara-negara yang mengecam proliferasi nuklir malalui laut karena 
bahan-bahan yang dikandung oleh nuklir seperti uranium, caesium, ruthenium, iodine, krypton, dan 
strontium adalah bahan radioaktif yang sangat berbahaya yang memiliki usia yang sangat lama yaitu 
24.000 tahun. Sumber : Anonim, “Plutonium”, Wikipedia - free encyclopedia, 2009 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Plutonium) (diakses pada Rabu, 7 Oktober 2009 pukul 10.30 WIB)

17 Lihat: Pasal 87 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982

Nuclear Fission & nuclear Fusion'\

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_proliferation
http://inventors.about.eom/od/nstartinventions/a/Nuclear_Fission.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Plutonium
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hanya dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk lepas dari ketergantungan

kepada energi-energi fosil seperti bahan bakar minyak dan batu bara serta energi

• 18alternatif seperti listrik, angin, air dan tenaga matahari.

Karena merasa berkepentingan dan bertanggung jawab atas teijadinya 

proliferasi nuklir yang teijadi di antara negara-negara di seluruh dunia, akhirnya pada 

pertemuan G-8 pada 31 Mei 2003 di Krakow, Polandia, Presiden George W. Bush 

meresmikan PSI (Proliferation Security Initiative)19 suatu inisiatif keamanan 

proliferasi yang bertujuan untuk mencegah dan menghentikan proliferasi atau 

penyebaran senjata pemusnah massal dan material terkait di seluruh dunia.20 Untuk 

menghentikan negara-negara dalam jual beli senjata pemusnah massal, ataupun 

memindahkan bahan-bahan nuklir ke negara lain. PSI perlu untuk melakukan 

interdiksi terhadap alat angkutan, terutama melalui laut, yang digunakan untuk 

melakukan proliferasi senjata pemusnah massal dan material terkait lain tersebut.22 

Artinya, berdasarkan The Proliferation Security Initiative Statement of Interdiction 

Principles (The PSI SOP) maka negara-negara pendukung PSI berwenang untuk 

melakukan interdiksi terhadap kapal-kapal yang diduga membawa senjata pemusnah

pun

18 Anonim, “50 Negara Pengguna Nuklir Terbesar Dunia”, Op. Cit
19 Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut PSI
20 Anonim, “Proliferation Security Initiative : Combating Illicit WMD Trafficking”,

British American Security International Council, 2010, (http://www.basicint.org/nuclear/counter- 
proliferation/psi.htm) (diakses pada Sabtu, 09 Januari 2010 pukul 14.00 WIB) ~

21 Interdiction : the interception and seizure of something, esp. contraband. Black’s Law 
Dictionary, 8* Edition ; page 828. St.Paul, Minnesota. (Dibahasakan menjadi pencegatan dan 
penyitaan)

22 Anonim, “Proliferation Security Initiative”, U.S. Department of State, 2009 
(http://www.state.gov) (diakses pada Jumat, 15 Oktober 2009 pukul 08.00 WIB)

http://www.basicint.org/nuclear/counter-proliferation/psi.htm
http://www.basicint.org/nuclear/counter-proliferation/psi.htm
http://www.state.gov
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massal yang melintasi laut teritorialnya.23 Namun apabila dihubungkan dengan Pasal 

23 Konvensi Hukum Laut 1982 (The 1982 United Convention on the Law of the Sea\ 

kewenangan itu bertentangan dengan konsep the right of innocent passage (hak lintas 

damai) bagi kapal asing.

Meskipun terdapat batasan-batasan dan kebebasan-kebebasan pelayaran di 

laut baik di laut teritorial maupun laut lepas yang dijamin oleh Konvensi Hukum Laut 

1982 (The 1982 United Convention on the Law of the Sea) tetapi negara-negara 

pendukung PSI tetap melakukan interdiksi terhadap kapal-kapal yang diduga 

melakukan proliferasi nuklir walaupun kapal itu melintas di wilayah laut teritorial 

negara pendukung PSI.24

Berdasarkan pada hal yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memilih

judul yaitu “PENERAPAN THE PROLIFERATION SECUR1TY IN1TIATIVE

STATEMENT OF 1NTERDICTIONPRINCIPLES MENURUT KONVENSI HUKUM

LAUT 1982 TERHADAP KAPAL BERMUATAN NUKLIR YANG

MELAKUKAN HAK LINTAS DAMAI”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : Apakah praktek 

interdiksi yang dilakukan oleh negara-negara pendukung PSI terhadap kapal

23 Anonim, “ P rol iferat ion Security Initiative : Combating Wicit WMD Trafficking'\ Op.Cit
24 Lihat The PSI Statement of Interdiction Principles No.4 poin (b) dan (d)
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bermuatan nuklir di wilayah laut teritorial bertentangan dengan Konvensi Hukum

Laut 1982?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah agar dapat 

memberikan jawaban atas permasalahan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah prinsip kebebasan pelayaran dan hak lintas damai 

bagi kapal asing yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dapat 

diterapkan terhadap kapal-kapal bermuatan nuklir?

2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Proliferation Security Initiative.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan yang berharga

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum internasional, khususnya

hukum laut internasional.

2. Secara Praktis

Diharapkan agar tulisan ini menjadi bahan bacaan mereka yang ingin 

mengetahui secara mendalam tentang hukum internasional terutama 

Mahasiswa Fakultas Hukum, lebih khusus lagi Mahasiswa Program 

Kekhususan Hukum Internasional.
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E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Mengingat luasnya aspek bidang Hukum Laut Internasional, maka 

penulis membatasi hanya pada masalah interdiksi terhadap kapal bermuatan 

nuklir yang melakukan hak lintas damai di laut teritorial suatu negara ditinjau dari 

Konvensi Hukum Laut 1982, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam

penganalisaan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau 

penelitian hukum normatif25, yang bertujuan untuk mengkaji bahan dan data 

hanya dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan 

ketentuan mengenai interdiksi kapal proliferator nuklir dalam hubungannya 

dengan hukum laut internasional.

25 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta* Raiawali 
Pers, 2010, hlm. 118. ' J "
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2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yang diperoleh dari studi bahan-bahan kepustakaan, seperti tulisan ilmiah, 

laporan penelitian, koran-koran ataupun majalah-majalah, 

b. Sumber Data

i. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang 

bersifat normatif dan mengikat yang digunakan untuk mengkaji 

persoalan hukum pelaksanaan interdiksi terhadap kapal bermuatan 

nuklir yang melakukan hak lintas damai oleh negara-negara 

pendukung Proliferation Security Initiative, meliputi:

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (The 1982 United

\

Nation Convention on the Law of the Sea)

Traktat Non-Proliferasi Nuklir (The Treaty on the Non-

Proliferation ofNuclear Weapons)

The Proliferation Security Initiative Statement of lnterdiction

Principles (The PS1SOP)

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Charter)

Statuta Mahkamah Internasional (The Statute of International

Court of Justice)

ii. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang

membahas mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku
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literatur, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, maupun 

ketentuan-ketentuan lainnya yang mempunyai keterikatan langsung 

dan relevan dengan objek kajian penelitian, 

iii. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus hukum, artikel-artikel, internet, dan referensi-referensi 

lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui 

cara studi kepustakaan dengan membaca literatur, artikel ilmiah, majalah,

bahan-bahan kuliah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang

diteliti, dan juga beberapa situs internet, oleh karena itu lokasi penelitian

adalah di beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan

Daerah Sumatera Selatan, Perpustakaan Universitas Indonesia dan Sub

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Departemen Luar

Negeri.

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum kemudian 

diklasifikasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pola 

pemikiran silogisme yaitu pola pemikiran dari deduktif ke pola pemikiran
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induktif dan dengan cara content analysis, yaitu menganalisis isi pasal-pasal 

yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya hasil analisis dari 

sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan 

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian.
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